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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Korupsi menurut Henry Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary 

adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan 

keuntungan yang tidak resmi dengan cara mempergunakan hak-hak dari pihak 

lain, secara salah dalam menggunakan jabatan atau karakternya untuk 

memperoleh suatu keuntungan baik bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang 

berlawanan dengan hak-hak orang lain dan kewajibannya.
1
 Dalam perspektif 

hukum pengertian tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999
2
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001
3
 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

yang berbunyi :  

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.  

 

                                                                 
1
Dhika Hita Nugrah, “Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Mencegah dan 

Memberantas Tindak Pidana Korupsi,” (Skripsi Universitas Pasundan, Bandung, 2018), hlm. 37.  
2
Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 

1999, LN No. 140 Tahun 1999 , TLN No. 3874, Ps. 2. 
3
Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 

2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150, Ps. 2. 
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Robert Klitgaard juga berpendapat bahwa korupsi merupakan tindakan 

berupa memungut uang atas layanan yang seharusnya sudah diberikan, 

menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yangsah, serta tidak 

melaksanakan tugas karena lupa atau lalai.
4
 Dari beberapa definisi di atas penulis 

berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan 

untuk menguntungkan diri sendiri dengan melakukan penyelewengan terhadap 

kekuasaan yang mana hasil dari korupsi tersebut dapat merugikan keuangan 

negara.  

Korupsi berkaitan juga dengan kekuasaan karena dengan adanya kekuasaan 

penguasa bisa menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, 

keluarga dan kelompoknya. Di Indonesia korupsi telah menyangkut ke berbagai 

aspek kehidupan, ke semua tingkatan dan segala sektor, baik di daerah hingga 

pusat, penyebabnya ialah korupsi yang terjadi dari puluh tahun yang lalu 

dibiarkan berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata 

hukum.
5
 Korupsi di Indonesia menurut Romli Atmasasmita sudah menjadi virus 

flu yang telah menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an.
6
 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
Robert Klitgaard, et al. Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, 

alih Bahasa Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor dan Partnership for Governance Reform in 

Indonesia, 2002), hlm. 3. 
5
Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.  
6
Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional 

(Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 1.  
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Gambar 1.1 

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2004-2020  

 Sumber : Transparency Internasional 
7
 

Gambar di atas memperlihatkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 

Indonesia tahun 2020 adalah 37, indeks tersebut menjadikan Indonesia di 

peringkat ke-102. Di tingkat ASEAN Indonesia berada di peringkat ke-5. 

Peringkat tersebut menurun dari tahun sebelumnya yakni berada di peringkat 86 

dengan indeks 40.  

Kendala dalam melakukan pengungkapan tindak pidana korupsi salah 

satunya ialah korupsi dilakukan secara terstruktur dan bersama-sama sehingga 

sulit dilakukannya pengungkapan terhadap kasus tersebut. Adapun kaitannya 

dengan pencegahan atau pemberantasan terhadap korupsi sebenarnya telah ada 

perangkat hukum yang memperkuat ketentuan anti korupsi yaitu ketentuan anti 

pencucian uang yang mana sangat penting penerapannya dalam memberantas 

                                                                 
7
Transparency International, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia”, diakses di 

https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-

1611921280, pada 14 Juni 2021. 
 

https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280
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korupsi, karena dengan begitu upaya penegakkan hukum untuk mengungkap dan 

merampas kembali hasil kejahatan lebih maksimal bila dibandingkan dengan 

hanya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).
8
 

Para penegak hukum seharusnya memahami arti pentingnya menerapkan anti 

pencucian uang pada saat menangani dugaan tindak pidana korupsi, agar hasil 

dari pengungkapan korupsi bukan saja pada pelaku korupsi kemudian 

memenjarakannya, namun juga bagaimana cara menelusuri aliran dana hasil 

korupsi yang digunakan dan juga memidana setiap orang yang menikmati hasil 

korupsi selain koruptornya.
9
 Adapun hubungan tindak pidana korupsi dengan 

tindak pidana pencucian uang bisa dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002
10

 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2003
11

 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa hasil 

tindak pidana merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana 

korupsi baik yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang 

di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana ini juga merupakan 

tindak pidana menurut hukum Indonesia.  

Dengan ini, dapat disimpulkan tindak pidana korupsi merupakan tindak 

pidana asal atau yang biasa disebut juga dengan predicate crime dari tindak 

pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada apabila 

                                                                 
8
Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di 

Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 109. 
9
Ibid,hlm. 115. 

10
Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 15 Tahun 2002, LN 

No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191, Ps. 2.  
11

Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003, LN 

No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324, Ps. 2.  
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tidak ada hasil dari tindak pidana, dan hasil tindak pidana tidak akan ada kalau 

tidak ada tindak pidana asal.
12

 

Hasil tindak pidana yang dimaksud dalam pencucian uang ialah harta 

kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan 

barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigrasi di bidang 

perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkotika, psikotropika, 

perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, 

pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, prostitusi, di bidang 

perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, 

perjudian, dan tindak pidana lainnya, yang diancam dengan pidana penjara 4 

tahun atau lebih  yang mana dilakukan di wilayah negara republik Indonesia serta 

tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
13

 

Alasan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal dari tindak 

pidana pencucian uang karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi, 

jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan dinikmati secara 

terang-terangan, dan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian 

negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.
14

 

Pencucian uang menurut Adrian Sutedi merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang ataupun organisasi kejahatan terhadap uang haram yang berasal 

dari kejahatan dengan maksud menutupi asal-usul uang tersebut dari lembaga 

                                                                 
12

Tb. Irman, Praktik Pencucian Uang Dalam Teori dan Fakta (Bandung: MQS Publishing, 

2007), hlm. 5.  
13

Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 112 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 2.  
14

Gandhung Wahyu F.N dan Joko Supriyanto, “Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana 

Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi,” Jurnal Universitas Sebelas Maret (Desember 2014), hlm. 

4.  
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atau pemerintah yang memiliki wewenang.
15

 Kemudian J. Koers juga 

berpendapat bahwa money laundring merupakan salah satu cara untuk 

mengedarkan hasil kejahatan kedalam suatu peredaran uang yang sah serta 

menyembunyikan asal-usul uang tersebut.
16

 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
17

 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang 

menyatakan : “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-

unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Unsur-

unsur tindak pidana ini dapat ditemukan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi : 

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa 

keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 

perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal 

usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang 

dengan pidana penjara apaling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 

 

Dari definisi di atas tersebut penulis berpendapat bahwa kejahatan pencucian 

uang atau money laundring merupakan perbuatan menyamarkan atau 

memindahkan uang dari hasil tindak pidana yang seakan-akan di peroleh dari 

hasil yang sah.  

                                                                 
15

Andrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), 

hlm. 15.  
16

Pathorang Halim, Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era 

Globalisasi, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 11. 
17

Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 112 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 1.  
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Tindak pidana pencucian uang yang terdapat pada rumusan peraturan-

peraturan di berbagai negara memang tidak mesti selalu persis, akan tetapi 

terdapat prinsip tertentu yang selalu sama yaitu tindak pidana pencucian uang 

merupakan suatu perbuatan terkait dengan mempergunakan atau menikmati hasil 

kejahatan. Jadi, yang terpenting ialah ada hasil kejahatan dan ada perbuatan yang 

menggunakan hasil kejahatan itu. Perlu di ingat bahwa hasil kejahatan tidak 

selalu berkonsep tentang uang, walaupun undang-undangnya dinamakan Tindak 

Pidana Pencucian Uang, yang mana hasil kejahatan bisa berbentuk apa saja selagi 

ada nilai ekonomis.
18

 

Pencucian uang adalah salah satu kejahatan terorganisasi yang pada dasarnya 

termasuk kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial, yang mana 

menjadi pusat perhatian dan keperihatinan internal nasional maupun eksternal 

internasional.
19

 Kesungguhan Indonesia dalam memberantas praktik pencucian 

uang bisa dilihat dari keseriusan pemerintah untuk bisa menjadi anggota full 

member Financial Action Task Force (FATF), sebelum itu Indonesia tercatat 

sebagai anggota Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). APG 

merupakan sebuah organisasi antar pemerintah yang terdiri dari 41 yurisdiksi 

negara anggota, yang mana fokus utamanya ialah memantau dan memastikan 

bahwa anggota negara melakukan serta menerapkan standar internasional terkait 

pemberantasan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.  

Keterlibatan Indonesia dalam FATF tidak membuat koruptor kehabisan akal 

untuk melarikan hasil kejahatan supaya tidak terdeteksi oleh aparat penegak 

                                                                 
18

Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang, hlm. 16.  
19

Pathorang Halim, “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakkan Tindak Pidana 

Korupsi,” Jurnal Al-Qisth Review (Oktober 2018), hlm. 5.  

 



 
 

 
 

8 

hukum dengan cara memanfaatkan para profesionalitas hukum dan perbankan, 

dengan begitu praktik mensamarkan hasil kejahatan akan tampak semakin  

tersistematis dan sempurna. Penggunaan peran para profesi hukum dan perbankan 

dikenal sebagai pemanfaatan para gatekeeper. Selain dimanfaatkan keahliannya 

para gatekeeper juga bertugas dalam memutuskan hubungan antara kejahatan, 

korban kejahatan, dan pelaku kejahatan.
20

 

 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah LTKM yang diterima PPATK Berdasarkan 

Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Juni 2020. 

 

Sumber : Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Penadaan Terorisme, Juni 2020.
21

 

                                                                 
20

Isma Nurillah dan Nashriana, “Gatekeeper Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian 

Uang,” Jurnal Simbur Cahaya, Volume 26, Nomor 2(Desember 2019), hlm. 3.  
21

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Bulletin Statistik APUPPT vol 124-

Juni 2020”, diakses di  

https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/120/buletin-statistik-apuppt-vol-124---juni-2020.html, 

pada 15 Juni 2021. 

https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/120/buletin-statistik-apuppt-vol-124---juni-2020.html
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Tabel ini memperlihatkan bahwa jenis pekerjaan profesional dan konsultan 

memiliki jumlah presentase Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 

(LTKM) yang tinggi. Pada Juni 2019 sampai Juni 2020 tercatat ada 2.459 

laporan. Hal ini menggambarkan peran profesi dan konsultan dalam praktik 

pencucian uang masih menjadi pilihan bagi para pelaku kejahatan.  

 

 

Tabel 1.2 

Perkembangan jumlah LTKM yang diterima PPATK berdasarkan 

dugaan tindak pidana asal s.d. Juni 2020. 

 

Sumber : Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Penadaan Terorisme, Juni 2020.
22 

                                                                 
22

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Bulletin Statistik APUPPT vol 124-

Juni 2020”, diakses di 

https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/120/buletin-statistik-apuppt-vol-124---juni-

2020.html,pada 15 Juni 2021. 

 

https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/120/buletin-statistik-apuppt-vol-124---juni-2020.html
https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/120/buletin-statistik-apuppt-vol-124---juni-2020.html
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Tabel di atas memperlihatkan bahwa dalam tabel yang berbeda PPATK juga 

merilis jumlah LTKM berdasarkan dugaan tindak pidana asal, dimana tindak 

pidana korupsi berada diurutan kedua setelah tindak pidana penipuan. Tindak 

pidana korupsi dihitung dari Juni 2019-Juni 2020 tercatat 2.130 laporan.  

Hubungan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang serta 

kolaborasi gatekeeper
23

dalam menskemakan kejahatan dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

Gambar 1.2 

Keterlibatan Gatekeeper dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 

 

 
 

Sumber : Paku Utama, Memahami Asset Recovery & Gatekeeper. 
 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa hasil dari tindak pidana korupsi 

untuk kemudian dilakukannya tindak pidana pencucian uang dibutuhkan peran 

gatekeeper yang mana bertujuan untuk memutus seluruh hubungan pelaku 

dengan kejahatan dan pelaku dengan hasil kejahatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

23
Gatekeeper merupakan para profesi hukum dan perbankan yang melakukan kejahatan 

dalam bentuk membantu  para pelaku kejahatan guna kepentingan pribadi dengan memanfaatkan 

potensi yang melekat padanya, hal ini bertujuan untuk mempermudah konspirasi kejahatan agar 

tidak terlacak para penegak hukum. Lihat di Isma Nurillah dan Nashriana, “Gatekeeper Dalam 

Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang,” Jurnal Simbur Cahaya, Volume 26, Nomor 2 

(Desember 2019). 
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Gambar 1.3  

Skema yang ingin di bangun Gatekeeper dalam memutus Nexus Antara 

Pelaku Kejahatan dan Perolahan Hasil Kejahatan  

 

 

 
Sumber : Paku Utama, Memahami Asset Recovery & Gatekeeper. 

  

 

Dari gambar di atas Paku Utama dalam Konseptual menjelaskan bahwa 

pencucian uang bertujuan untuk memutus nexus antara : a) pelaku kriminal dan 

hasil kejahatan; b) kejahatan dan hasil kejahatan; c) pelaku kriminal, kejahatan 

dan akses terhadap setiap hasil kejahatan.
24

 

Salah satu kasus mengenai tindak pidana korupsi sebagai predicate crime 

dalam tindak pidana pencucian uang yakni pada Putusan Nomor 

113K/Pid.Sus/2020 atas nama terdakwa Zainudin Hasan, didakwa Pasal 12 Huruf 

a, Pasal 12 Huruf i, Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. 

                                                                 
24

Isma Nurillah dan Nashriana, Gatekeeper Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian 

Uang, hlm. 16.  
 



 
 

 
 

12 

Putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang 

secara bersama-sama, kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan 

pidana penjara selama 12 Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00.  

 Putusan di atas menjelaskan bahwa Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung 

Selatan, dalam menjalankan kewenangannya terdakwa menerima pemberian uang 

atau komitmen fee dari rekan-rekan terkait pelelangan pekerjaan infrastruktur di 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang(PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, 

terdakwa juga mendapat keuntungan secara tidak sah dari perbuatan terdakwa 

yang ikut serta dalam pekerjaan pemborongan melalui perusahaan PT Krakatau 

Karya Indonesia (PT KKI) yang mana seharusnya terdakwa mengawasi proyek di 

lingkungan Kabupaten Lampung Selatan. Adapun terhadap uang yang didapat 

oleh terdakwa dari hasil tindak pidana tersebut, terdakwa membayarkan atau 

mensamarkan dengan menggunakan rekening milik orang lain untuk pembelian 

kendaraan mobil dan motor, tanah, saham, property, renovasi rumah, perbaikan 

dan perawatan Kapal Jhonlin 38 (Krakatau).  

Maka berdasarkan latar belakang ini disertai dengan Putusan Nomor 

113K/Pid.Sus/2020 penulis tertarik untuk membahas isu hukum mengenai 

“Pembuktian Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik 

Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana korupsi sebagai predicate crime 

dalam kasus pencucian uang pada Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi 

sebagai predicate crime dalam kasus pencucian uang pada Putusan 

Nomor 113K/Pid.Sus/2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Soejono Soekamto mengatakan bahwa tujuan dari sebuah penulisan ialah 

untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, agar bisa merumuskan 

masalah dan juga memperoleh pengetahuan yang lebih dalam mengenai 

suatugejala sehingga dapat merumuskan suatuhipotesis.
25

Berdasarkan Rumusan 

masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapaidalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pembuktian tindak pidana korupsi 

sebagai predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang pada Putusan 

Nomor 113K/Pid.Sus/2020.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku  

tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dalam tindak pidana 

pencucian uang. 

                                                                 
25

Soejono Soekamto,Pengantar Penelitian Hukum(Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 

2008), hlm. 9. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak. 

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran 

atau bahan pertimbangan bagi legislatif dalam merumuskan hukum 

pidana  untuk penanggulangan tindak pidana korupsi dalam praktik 

pencucian uang.  

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu membantu dan bermanfaat 

bagi masyarakat, lembaga hukum atau institusi penanggulangan tindak 

pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang seperti kepolisian, 

kejaksaan ataupun KPK yang dalam hal dari segi gambaran penanganan-

penanganan tindak pidana korupsi dalam praktik pencucian uang.  

3. Penelitian ini dapat mengembangkan serta memperluas wawasan 

berpikir penulis dalam menganalisis suatu permasalahan hukum pidana 

khususnya tentang tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dalam 

praktik pencucian uang.  

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam pembahasan ini yaitu mengenai bagaimana pembuktian 

dan pertanggungjawaban pidana pelaku yang terjadi dalam tindak pidana korupsi 

sebagai predicate crime dalam praktik pencucian uang pada Putusan Nomor 

113K/Pid. Sus/2020. Penulis mengambil Putusan tersebut untuk dijadikan bahan 

analisis dikarenakan Putusan ini berbicara tentang korupsi sebagai predicate 



 
 

 
 

15 

crime dalam tindak pidana pencucian uang dan telah dijatuhi hukuman pada 

tingkat pertama saat ini sudah masuk ke tingkat ketiga yakni kasasi.  

Melalui putusan ini predicate crime tindak pidana korupsi dalam tindak 

pidana pencucian uang  dapat di analisis secara mendalam  baik secara teoritis 

maupun secara praktik sehingga bagi penulis dengan menganalisis putusan ini 

akan menambah khasanah keilmuan akademisi khususnya di bidang hukum di 

Indonesia.  

F. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan serangkaian teori-teori dasar 

yang menjadi dasar pijakan penulis dalam menganalisa isu-isu hukum yang 

diangkat. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori 

pembuktian dan teori pertanggungjawaban pidana.  

1. Teori Pembuktian 

Hakikat pembuktian di dalam hukum pidana terlebih pada hukum acara 

pidana sangat penting menyatakan dan menentukan apakah seseorang bersalah 

melakukan suatu tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana urgensinya 

pembuktian dimulai sejak polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan  

kemudian dilimpahkan pada jaksaa untuk melakukan penuntutan yang berawal 

dari pembuatan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di Pengadilan. 

 Memasuki tahap pemeriksaan di Pengadilan, Hakim akan menilai bukti-bukti 

serta fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan untuk membuktikan benar atau 

tidaknya seseorang yang didakwa tersebut sudah melakukan tindak pidana dan 
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hakim juga berpegang pada keyakinannya, yang mana akhirnya Hakim akan 

menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.
26

 

Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim terdapat tiga jenis dalam mengadili suatu 

perkara pidana yaitu pertama, vonis bebas (Vrijspraak) jika terdakwa tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana yang 

didakwakan, kedua vonis lepas dari semua tuntutan hukum (Onslag Van Alle 

Rechtsvervolging) apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti akan tetapi 

perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan ketiga  merupakan 

vonis penghukuman/pemidanaan (punishment), karena terdakwa terbukti secara 

sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa 

penuntut umum.
27

 

Kemudian secara teoritik terdapat tiga teori tentang pembuktian yaitu sebagai 

berikut :
28

 

a. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (Positief 

Wettelijke Bewijstheorie) ialah Teori ini bergantung pada alat-alat  bukti 

yang telah disebutkan secara limitatif dalam undang-undang. Hakim 

terikat pada adagium apabila alat bukti tersebut sudah dipakai sesuai 

dengan ketentuan undang-undang maka semestinya Hakim menentukan 

terdakwa bersalah walaupun sebenarnya Hakim berkeyakinan bahwa 

terdakwa tidak bersalah. Begitu juga sebaliknya jika tidak bisa dipenuhi 

cara menggunakan alat-alat bukti sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam undang-undang, maka Hakim harus menyatakan terdakwa tidak 

                                                                 
26

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 229.  
27

Ibid, hlm. 29. 
28

A.Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam 

Rangka Pengembalian Keuangan Negara (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), hlm. 135.  
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bersalah walaupun berdasarkan keyakinan Hakim sebenarnya terdakwa 

bersalah.  

b. Teori Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim adalah Hakim bisa 

menjatuhkan putusan berdasarkan dengan “keyakinannya” belaka tanpa 

terikat oleh suatu peraturan (Bloot Gemoedelijke Overtuiging). 

c. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif  (Negatief 

Wettelijke Bewijstheorie) yaitu Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana 

pada terdakwa jika alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh 

undang-undang dan didukung pula karena adanya keyakinan dari Hakim 

terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. 

Menurut Pendapat M. Yahya Harahap berdasarkan teori hukum pembuktian 

menurut undang-undang secara negatif ada dua komponen untuk menentukan 

salah atau tidaknya seorang terdakwa, yakni :
29

 

a. Pembuktian dilakukan harus dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang 

sah menurut undang-undang; dan 

b. Keyakinan Hakim yang harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat 

bukti yang sah menurut undang-undang.  

Teori Pembuktian tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

mengenai pembuktian predicate crime tindak pidana korupsi dalam praktik 

tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan putusan yang penulis angkat dalam 

penelitian ini menganut teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif 

(Negatief Wettelijke Bewijstheorie) yang mana teori ini harus bergantung pada 

alat-alat bukti yang telah disebutkan secara limitatif dalam undang-undang 

                                                                 
29

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjaun Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 

279.  
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kemudian didukung juga dengan adanya keyakinan dari Hakim terhadap 

keberadaan alat-alat bukti tersebut.  

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu : 

a. Teori Monistis 

Teori ini dikemukakan oleh Simon yang merumuskan 

pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum 

diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh 

seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas 

perbuatannya. Menurut aliran ini unsur-unsur Strafbaar Feit itu meliputi 

unsur perbuatan atau unsur objektif dan unsur pembuat atau sering disebut 

juga unsur subjektif. Oleh karena itu dicampurnya unsur perbuatan dengan 

unsur pembuat, maka dapat disimpulkan bahwa Strafbaar Feit adalah sama 

dengan syarat-syarat penjatuhan pidana sehingga kalau terjadi Strafbaar Feit 

maka sudah pasti pelakunya dapat di pidana.
30

 

b. Teori Dualistis 

Pandangan ini memisahkan antara perbuatan pidana dan 

pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, unsur objektif hanya 

dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar inilah perbuatan pidana hanya 

dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. 

Sedangkan, unsur subjektif hanya terkandung dalam pertanggungjawaban 

pidana yang ditujukan kepada pembuat. Oleh karena itu, pemidanaan hanya 

                                                                 
30

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Bandung: Kencana 

Media Group, 2009), hlm. 61-63.  
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diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan 

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.  

Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta merta membuat seseorang dapat di 

pidana, lantaran perbuatan pidana hanya merujuk kepada sifat perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana apabila dilanggar. Sementara itu, 

pemidanaan bergantung kepada kesalahan pembuat manakala melakukan 

perbuatan. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini 

nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno 

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 

larangan tersebut”.  

G. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah penjelasan konsep mengenai dua konsep yang 

akan penulis gunakan dalam penelitian ini yakni konsep predicate crime dan 

konsep tindak pidana pencucian uang.  

1. Predicate Crime 

Predicate Crime menurut Prof. Barda Nawawi Arief, merupakan delik-delik 

yang menghasilkan criminal proceeds atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci. 

Dengan ini, tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana ikutan 

(underlying crime) dari tindak pidana asal (predicate crime).
31

 Dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dicantumkan jenis tindak pidana asal 

                                                                 
31

Sulistyoningsih, “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate 

Crime Perbankan Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng” (Tesis Magister Universitas Sultan 

Agung, Semarang, 2017), hlm. 18. 
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(predicate crime), yakni masing-masing tindak pidana : korupsi, penyuapan, 

penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, 

perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, 

perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan 

penipuan.  

Setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan sudah diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 cakupan tindak pidana asal (predicate crime) diperluas 

menjadi 26 jenis tindak pidana.  

2. Tindak Pidana Pencucian Uang 

Pencucian Uang ialah proses dimana seseorang menyembunyikan 

keberadaan sumber pendapatan secara ilegal yang kemudian pendapatan itu 

disamarkan agar tampak legal.
32

 Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu 

proses menjadikan hasil kejahatan (proceed of crime) atau disebut juga sebagai 

uang kotor (dirty money), misalnya hasil dari korupsi, penggelapan pajak, 

penyelundupan, judi, dan lain sebagainya yang dikonversi dalam bentuk yang 

tampak sah agar bisa dipergunakan dengan aman.
33

 

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian 

uang yakni :
34

 

a) Placement (Penempatan)  

Tahap pertama Placement yaitu pemilik uang tersebut menempatkan 

(mendepositokan) uang haram tersebut kedalam sistem keuangan (financial 

                                                                 
32

Hanafi Amrani, Hukum Pidana Pencucian Uang (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 6.  
33

Yenti Garnasih, Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang, hlm. 15. 
34

Andrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, hlm. 18-21.  
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system). Pada tahap ini, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi 

untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Bentuk 

kegiatan ini seperti menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti 

pengajuan kredit/pembiayaan, menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara 

ke Negara lain, atau membiayai suatu usaha seolah-olah sah atau terkait 

dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan.  

b) Layering (Transfer) 

Dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang 

hasil kejahatan dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari 

satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah 

jumlahnya, dana tersebut bisa disalurkan melalui pembelian dan penjualan 

investment instrument mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke 

perusahaan gadungan yang lain. Bentuk kegiatan ini seperti memindahkan 

uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah 

maupun shell company.  

c) Integration (Menggunakan harta kekayaan) 

Integration adakalanya disebut spin dry dimana uang dicuci dibawa 

kembali dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan 

objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal (clean 

money) untuk kegiatan bisnis melalui cara menginvestasikan dana tersebut 

kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Pada tahap ini 

upaya pelaku pencucian uang menggunakan harta kekayaan yang telah 

tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, digunakan untuk 
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membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun kegiatan atau bisnis tindak 

pidana.   

Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan money 

laundering terhadap masyarakat yaitu kegiatan money laundering mempunyai 

potensi merongrong keuangan masyarakat, hal ini akibat dari besarnya jumlah 

uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, money laundering juga dapat 

mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan secara tidak langsung 

juga merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan 

kerja yang sah serta mudahnya uang masuk ke negara-negara telah menarik unsur 

yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup dan 

meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional. 
35

 

H. Metode Penelitian 

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekamto ialah suatu kegiatan ilmiah 

yang berdasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 

menganalisis. Adapun yang dimaksud metode penelitian adalah suatu kegiatan 

ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 

cara membuat analisis.
36

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan 

jenis penelitian yuridis normatif. Menurut pendapat Soerjono Soekamto 

penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder saja.
37

 Penelitian yang 

digunakan merupakan penelitian terhadap Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020 

mengenai tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut : 

a. Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach )  

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan hukum 

yang menjadi fokus utama dalam penelitian.
38

 Adapun aturan hukum yang 

menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah undang-undang nomor 8 tahun 

2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Pendekatan ini digunakan untuk 

memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai 

pembuktian tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.  

b. Pendekatan Filsosofis ( Philosophical Approach ) 

Pendekatan Filososfis ini sangat diperlukan dalam penelitian hukum 

normatif. Karena pendekatan ini merupakan suatu bentuk pendekatan yang 

meneliti hukum normatif secara radikal atau mendalam. Sehingga dapat diperoleh 
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suatu hasil penelitian yang utuh, valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
39

 

Disamping itu melalui pendekatan ini penulis juga bisa memahamiperubahan dan 

perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.  

c. Pendekatan Kasus ( Case Approach )  

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang 

berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang tujuannya untuk mempelajari 

penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik 

hukum.
40

 Berkaitan dengan penelitian ini maka contoh kasus yang akan diteliti 

adalah kasus tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dalam praktik 

pencucian uang berdasarkan Putusan Nomor 113K/Pid.Sus/2020 atas nama 

terdakwa Zainudin Hasan.  

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan 

mengumpulkan serta mengkaji literatur atau dokumen yang ada kaitannya dengan 

penulisan ini. Bahan penelitian hukum dalam tinjauan ini adalah bahan hukum 

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier, sebagai berikut : 

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum hukum yang bersifat 

mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan rumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
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3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi 

5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang besrsifat 

menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku 

literature, karya-karya ilmiah di bidang hukum, serta jurnal yang 

berhubungan dengan penelitian ini.  

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia.  

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi 

kepustakaan ( Library Study ) dan putusan hakim dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang berhubungan dengan objek penulisan.  

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menjelaskan, menguraikan, bahan 

penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak 
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tumpang tindih serta efektif sehingga dapat mempermudah interprestasi dan 

pemahaman bahan penelitian.
41

 

6. Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika 

berpikir deduktif, yakni cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan 

logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. 

Adapun yang terjadi dalam proses deduksi ialah konkritisasi (hukum) serta 

norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum 

positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan untuk pembuktian persoalan hukum 

konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas 

permasalahan hukum.
42
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